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BAB V 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Dari Bab IV Penelitian Dan Pembahasan Di Atas, Maka Penulis Menarik 

Beberapa Kesimpulan Sebagai Berikut: 

1. Analisis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  No.13/Pid.B/2011/PN. 

Marisa Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak 

yaitu berdasarkan, Dasar Pertimbangan hakim, dan hal-hal yang 

meringankan dan memberatkan Bahwa Pidana yang akan di jatuhkan 

terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar 

putusan di pandang telah adil dan patut, dalam ketentuan Pasal 287 ayat 

(1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 74 KUHP, Undang-

undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang 

No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang 

No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Serta peraturan lain yang berkaitan 

dengan perkara ini, sedangkan Putusan 25/PID.B/2011/PN  dalam 

putusaannya menyatakan penuntut dari Penutut Umum Kejaksaan Negeri 

Marisa terhadap Terdakwa ARMAN MAKMUD Alias LULU Tidak dapat 

di terima memerintahkan kepada Penutut Umum Kejaksaan Negeri Marisa 

untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan di lembaga 

Pemasyarakatan Boalemo, segera setelah putusan ini di ucapakan 

membebankan biaya perkara kepada Negara, atas dasar pertimbangan 

menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 51 Ayat 
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(1) dan (2), Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana oleh Karena telah terbukti bahwa pada 

pemeriksaan Tingkat Penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik 

terhadap Tersangka dalam perkara ini harus dinyatakan tidak sah. 

2. Analisis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan  No.13/Pid.B/2011/PN. 

Marisa Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak 

Dilihat dalam  Faktor  yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim 

yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan 

dan fakta yang di jadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan 

putusan terhadap terdakwa dan faktor non yuridis seperti filosofis, 

sosiologis, psikologis dan kriminologis. 

B. Saran-Saran 

1. Aparat penegak hukum setidaknya lebih mengoptimalkan dalam 

menangani kasus khsusnya Tindak Pidana Persetubuhan diluar perkawinan 

dengan seorang anak dibawah 15 Tahun yang marak terjadi diwilyah 

hukum Polres Pohuwato bekerja sama dengan pemerintah setampat dan 

tokoh-tokoh masyarakat, membantu dalam upaya menangani dan 

mengurangi tindak pidana serta lebih menekankan untuk melakukan 

penyuluhan hukum juga pembinaan akan pentingnya kesadaran hukum. 

2. Hakim harus memiliki nilai moral hati nurani dalam melihat masalah, 

menyelesaikan masalah bukan hanya menyelesaikan satu msalah tetapi 

mampu menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang, sehingga 
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masalah yang akan datang itu tidak menimbulkan protes dari masyarakat 

karena di anggap suatu putusan yang adil. 

3. Masyarakat harus memberikan contoh yang baik bagi generasi muda dan 

meningkatkan nilai-nilai keagaamaan serta menaati peraturan yang berlaku 

sehingga tercipta lingkungan yang bebas dari tindak  kejahatan  
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